BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

6.1.1.

6.1.2.

Masalah tindakan koordinasi kerja horizontal atau intenal Bamuskam
dengan Pemerintahan Kampung Wakde-Aperma kurang maksimal
dilakukan. Hanya sesekali dilakukan bersama-sama kepala-kepala urusan
pemerintahan kampung melalui rapat bersama-sama masyarakat. Demi
pencalonan dan pemilihan kepala kampung dan ketua Bamuskam guna
mengisi kekosongan jabatan aparat kampung. Koordinasi internal di dalam
lembaga Bamuskam dengan pemerintahan kampung dilakukan pada saat
tertentu membahas program kerja Musrembang untuk mengatasi dan
mencegah masalah-masalah kekacauan, percecokan, kekosongan jabatan
serta program kerja di Kampung Wakde-Aperma.

Lebih banyak komunikasi lisan melalui elektronik daripada komunikasi
administrasi organisasi Bamuskan dengan pemerintahan kampung.
Komunikasi tertulis dalam administrasi lebih lambat daripada komunikasi
lisan untuk koordinasi antara lembaga kampung tidak tepat waktu.
Komunikasi lisan lebih cepat dipatuhi daripada komunikasi tertulis
administrasi dan sangat tidak dipatuhi oleh anggota Bamuskam dan kaur-
kaur pemerintahan kampung yang lebih kebanyakan jam karet, rapat tidak
tepat waktu. Komunkasi administrasi tidak lengkap dan tidak dimengerti
itu merupakan potensi ketidak-mampuan pengurus Bamuskam untuk

memberikan pengertian kepada masyarakat kampung, karena faktor situasi
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dan kondisi kurang memahami Tupoksi. Faktor tindakan rapat-rapat
Bamuskam antara rapat penjelasan, rapat pemecahan masalah, rapat
perundangan yang tidak teratur dilakukan oleh aparat lembaga ini di
kampung Wakde-Aperma. Faktor jumlah rapat pemerintah kampung
untuk bisa mengetahui jumlah keseluruhan masyarakat dan selalu tidak
aktif dalam kegiatan dalam rapat-rapat pemerintahan kampung dan

Bamuskam sangat tidak diperhatikan.

6.2. Saran

6.2.1.

6.2.2.

Diharapkan agar tindakan koordinasi kerja horizontal atau intenal
Bamuskam dengan pemerintahan Kampung Wakde-Aperma Kkurang
maksimal dilakukan agar diperbaiki. Karena sesekali dilakukan bersama-
sama kepala-kepala urusan pemerintahan kampung melalui rapat dengan
masyarakat. Bukan demi pencalonan dan pemilihan kepala kampung dan
ketua Bamuskam guna mengisi kekosongan jabatan aparat kampung.
Koordinasi internal di dalam lembaga Bamuskam dengan pemerintahan
kampung dilakukan pada saat membahas program kerja Musrembang demi
mengatasi dan mencegah  masalah-masalah kekacuan, percecokan,
kekosongan jabatan serta program kerja di Kampung Wakde-Aperma.

Diharapkan agar komunikasi lisan melalui elektronik diperkuat dengan
komunikasi administrasi organisasi Bamuskan dan pemerintahan
kampung. Komunikasi tertulis dalam administrasi yang lambat selama ini
diperbaiki pula asalkan ditambahkan dengan komunikasi lisan-elektronik

demi memperkuat koordinasi antara lembaga kampung yang tidak tepat
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waktu. Komunikasi lisan lebih cepat dipatuhi harus didukung pula dengan
komunikasi tertulis administrasi yang lebih tepat waktu dan sangat
dipatuhi oleh anggota Bamuskam dan kaur-kaur pemerintahan kampung.
Komunkasi administrasi yang tidak lengkap dan tidak dimengerti
diperbaiki agar memampukan Bamuskam guna memberikan pemahaman
kepada masyarakat kampung, sebagai akibat dari faktor situasi dan kondisi
kurang memahami Tupoksi. Perbaikan tindakan rapat-rapat penjelasan,
rapat pemecahan masalah, rapat perundangan yang teratur dilakukan oleh
aparat lembaga di kampung Wakde-Aperma. Jumlah dan sifat rapat
diperbaiki sebagai faktor penentu utama untuk koordinasi dan komunikasi
administrasi agar mengetahui tuntutan masyarakat yang selama ini tidak

aktif menjadi efektif antara aparat pemerintahan kampung dan Bamuskam.
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